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Jika Mediasi Ahok — DPRD Buntu DKI
Gunakan APBD 2014

Sub Bagian Humas

JAKARTA (Pos Kota) —
*Pemprov DKI Jakarta
siap gunakan APBD
2014. Langkah ini
dilakukan jika mediasi
dengan DPRD terkait
kisruh APBD 2015

buntu.
Sekretaris Daerah (Sek-
da) DKI Jakarta, Saefullah,

- mengatakan semua pihak

berkeinginan agar kisruh
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) ini
cepat berakhir. Dengan
demikian pembangunan di
ibukota bisa dijalankan.
Dipastikan DKI akan tetap
menggunakan sistem e-bud-
geting, sesuai yang diingin-
kan Gubernur Ahok.
"Kalau berjalan baik, set-
uju, maka keluar Perda
APBD 2015. Setelah itu bisa
jalan. Tapi kalau deadlock
(buntu) DKI akan bersurat
ke Kemendagri bahwa ini
deadlock dan gubernur
buat pergub tentang peng-
gunaan APBD 2014 dengan
persetujuan Mendagri,"
kata Saefullah, di Kantor
Kemendagri, Rabu (4/3).
Saefullah menjelaskan
Kemendagri memiliki wak-
tu hingga 13 Maret untuk
mengeluarkan surat kepu-
tusan persetujuan. Selan-

memiliki waktu selama tu-
juh hari untuk melaku’kan
kesepakatan.

Jika dalam Jangka waktu
tujuh hari tersebut tidak
ditemukan kesepakatan
atau deadlock maka terpak-
sa akan dikeluarkan peratu-
ran gubernur (pergub) yang
menyatakan penggunaan
APBD 2015, setinggi-ting-
ginya sama seperti APBD
2014 yakni Rp72.9 triliun.

Dia menyebutkan peng-
gunan APBD 2014 ini tidak
berpengaruh terhadap
pembangunan Jakarta.
Sebab hanya nilainya saja
yang sama, sementara un-
tuk jenis kegiatannya dise-
suaikan dengan yang telah
disusun pada 2015 ini.

"Nilainya merujuk kepada
tahun yang lalu, program-
programnya nanti kita se-
suaikan," ucapnya.

DENGARKAN
PENJEEASAN
¢ Seperti diketahui Ke-

mendagri telah memanggil - |

eksekutif dan DPRD untuk
mediasi. Mereka juga telah
melihat draft APBD 2015
sebesar Rp73 triliun versi
eksekutif yang sangat ber-

beda dengan APBD versi

DPRD yang telah disahkan

‘dalam Rapat Paripurna
| pada 27 Januari.

Kehadiran kedua lemba'-:

+ ga pemerintah daerah ini

dilakukan secara terpisah.
Karena Kemendagri ingin
mendengarkan penjelasan
dan informasi secara utuh
tentang APBD 2015.
Wakil Ketua Panitia An-

_gket DPRD DKI Jakarta,

Inggard Joshua, mengata-
karl' pertemuan dengan
Dirjen Kéuangan Kemen-

- dagri kemarin bersifat in-{

formal. Pihaknya hanya in-
gin menjelaskan duduk
perkara dari polemik APBD
yang telah terjadi.

"Kami ingin dimediasi:
Kemendagri terkait penge-
sahan APBD 2015. Karena
kalau kedua belah pihak
mau menang-menangan

' yang rugi masyarakat,"

Lk
jutnya DKI dengan DPRD | ata Inggard.

(guruh/joko/john/st/o)
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